





A. Latar Belakang Masalah 
Ruang lingkup bumi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (disebut juga UUPA) adalah 
permukaan bumi, dan tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah 
air. Permukaan bumi sebagai bagian dari bumi juga disebut tanah. Tanah 
yang dimaksud disini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, 
melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian 
yuridis yang disebut hak penguasaan atas tanah. Pengertian “penguasaan” 
dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Juga beraspek privat dan beraspek 
publik. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, 
yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan 
kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, 
misalnya pemilik tanah menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah 
yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain.
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Ada penguasaan yuridis, yang biar pun memberi kewenangan untuk 
menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan 
fisiknya dilakukan oleh pihak lain, misalnya seseorang yang memiliki tanah 
tidak menggunakan tanahnya sendiri akan tetapi disewakan kepada pihak 
lain, dalam hal ini secara yuridis tanah tersebut dimiliki oleh pemilik tanah 
akan tetapi secara fisik dilakukan oleh penyewa tanah. Ada juga penguasaan 
secara yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang 
bersangkutan secara fisik, misalnya kreditur (bank) pemegang hak jaminan 
atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan 
agunan (jaminan), akan tetapi secara fisik penguasaannya tetap ada pada 
pemegang hak atau tanah. Penguasaan yuridis dan fisik atas tanah ini dipakai 
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dalam aspek privat. Ada penguasaan yuridis yang beraspek publik, yaitu 
penguasaan atas tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) 
UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA.
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Sistem hukum pertanahan di Indonesia di dalam UUPA (sesuai 
dengan Tujuan Negara) bersifat normatif yaitu, “memajukan kesejahteraan 
umum, dan mewujudkan keadilan sosial”. Hal ini diatur dalam Pasal 33 Ayat 
(3) UUD 1945 (Perubahan ke IV) sebagai dasar hak penguasaan negara, 
menyatakan: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat, yang diatur dengan undang-undang”. Pasal 33 UUD 1945 bukan 
sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan sangat berkaitan dengan kesejahteraan 
sosial.
3
 Hal ini yang menjadi dasar tujuan hak penguasaan negara dalam 
SDA, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah bagi keadilan 
sosial dan untuk kemakmuran rakyat. Batasan pengertian hak menguasai 
dalam Pasal 33 UUD 1945, sangat terkait dengan adanya antara lain “asas 
nasionalitas (Kewarganegaraan) dan asas pemisahan horizontal”.  
Hak menguasai negara memiliki arti bukan “memiliki”, akan tetapi 
“Hak menguasai atas SDA (Tanah)” memberi wewenang untuk mengatur dan 
menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaaan 
bumi, air, dan ruang angkasa, serta menjunjung hak-hak atas tanah baik yang 
dimiliki oleh rakyat, maupun hak-hak tanah ulayat atau hak-hak tanah adat. 
Kekuasaan negara yang sudah dimiliki seseorang dengan sesuatu hak dibatasi 
oleh isi dari hak itu artinya, sampai seberapa negara memberi kekuasaan 
kepada yang memiliki untuk menggunakan haknya sampai disitulah batas 
kekuasaan negara. Dengan demikian negara dapat memberikan tanah kepada 
seseorang atau badan hukum dengan hak menurut peruntukan dan 
keperluannya, Pasal 2 Ayat (2) UUPA yaitu:
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a.  Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan 
dan pemeliharaan;  
b.  Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian 
dari) bumi, air dan ruang angkasa;  
c.  Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan 
perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 
Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial ditemukan dalam 
Pasal 6 UUPA, yaitu: “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.” Hak 
tanah mempunyai fungsi sosial tidak hanya berupa Hak Milik, akan tetapi 
juga Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Sewa 
Untuk Bangunan. Fungsi sosial hak atas tanah juga ditemukan dalam Pasal 18 
UUPA, yaitu: “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan 
negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat 
dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang 
diatur dengan undang-undang.” Dalam menggunakan hak atas tanah harus 
mengedepankan kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan 
negara serta kepentingan bersama dari rakyat daripada kepentingan 
pribadinya. Apabila kepentingan umum menghendaki diambilnya hak atas 
tanah, maka pemegang hak atas tanah harus melepaskan atau menyerahkan 
hak atas tanah dengan pemberian ganti kerugian yang layak melalui 
mekanisme pencabutan hak atas tanah.
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Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa 
Indonesia merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup dan 
penghidupan bangsa sepanjang masa dalam mencapai sebesar-besar 
kemakmuran rakyat yang terbagi secara adil dan merata. Sehubungan dengan 
penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaannya perlu 
diatur agar terjamin kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfatannya 
serta sekaligus terselenggara perlindungan hukum bagi rakyat banyak.
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serta merupakan kebutuhan dasar setiap manusia inilah maka pada 
hakekatnya masalah tanah merupakan masalah yang sangat menyentuh 
keadilan.
7
 Selain tanah, properti atau bangunan merupakan kebutuhan dasar 
semua manusia, khususnya tempat tinggal. Seiring dengan semakin 
berkembangnya usaha properti di Indonesia, maka pemerintah memberikan 
gagasan untuk memasarkan properti kepada orang asing. Hubungan hukum 
antara orang, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara 




Dalam kaitannya dengan subjek yang dapat diberikan dan 
mempunyai hak atas tanah, maka sesuai dengan asas nasionalitas yang 
tercantum dalam UUPA, ditentukan bahwa sesuai pasal 9 ayat (1) UUPA, 
yaitu: “Hanya warga negara Indonesia mempunyai hubungan yang 
sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa, dalam batas-batas 
ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2.” Asas ini juga ditemukan dalam Pasal 21 ayat 
(1) UUPA, yaitu: “Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai Hak 
Milik.” Prinsip ini menegaskan bahwa hanya warga negara Indonesia yang 
berkedudukan sebagai subjek Hak Milik. Orang yang berkewarganegaraan 




Dalam kasus yang akan Penulis analisis, bahwa Tuan Shoichi Oni 
yang merupakan WNA berkewarganegaraan Jepang pada tanggal 20 Agustus 
1995 telah melangsungkan perkawinan dengan Ike Farida yang merupakan 
WNI. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Makasar, Kotamadya Jakarta Timur No. 3948/VIII/1995, pada 
tanggal 22 Agustus 1995, dan telah dicatatkan juga pada Dinas Catatan Sipil 
sebagaimana dimaksud dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan No. 
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36/KHS/AI/1849/1995/1999, tertanggal 24 Mei 1999. Terkait pernikahannya 
dengan WNA, Ike Farida tetap tinggal di Indonesia, Ia hanya sesekali 
berkunjung ke Negeri Sakura. Selama perkawinannya, Ike Farida pun tidak 
pernah melepaskan status kewarganegaraannya, dan tetap tinggal di 
Indonesia. Bahwa bukti tersebut adalah bukti resmi, valid, dan sah yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Pemerintah 
Negara Jepang (visa kunjungan) yang tidak dapat dibantah kebenarannya, dan 
yang bersangkutan adalah WNI asli, tunggal, dan tidak berkewarganegaraan 
ganda. 
Pada tanggal 26 Mei 2012, Ike Frida dan Tuan Shoichi Oni ikut 
mengunjungi pameran properti di Jakarta Convention Centre, Senayan. 
Petugas pemasaran PT Elite Prima Hutama waktu itu menawarkan unit 
apartement Casa Grande Alon Di Casablangka, Jakarta Selatan. Ike Farida 
menetapkan pilihannya untuk membeli unit apartemen di lantai sembilan. 
Satu unit apartemen seluas 151 meter persegi itu rata-rata dihargai Rp. 
3.050.000.000,- (tiga milliar lima puluh juta rupiah). Pada waktu itu petugas 
pemasaran menjanjikan pengurusan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 
bisa selesai dalam dua hari. Bilamana apartemen tidak ditempati, pengelola 
bisa mencarikan penyewa lain dengan tarif sekitar US$ 4.500 (empat ribu 
lima ratus dollar) per bulan. Tertarik pada berbagai tawaran itu, Ike Farida 
akhirnya memesan satu unit apartemen. Pada bulan Mei 2012 Ike Farida 
selaku pemohon menandatangani perjanjian surat pemesanan sekaligus 
membayar bookingfee Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan 
ketentuan dalam surat pemesanan itu, PPJB akan ditandatangani 14 hari 
setelah pembayaran uang muka sebesar 10 (sepuluh) persen. Petugas 
pemasaran waktu itu menjelaskan bahwa harga apartemen dapat mengalami 
perubahan apabila Ike Farida tidak melunasi dalam jangka waktu 3 - 4 hari. 
Empat hari kemudian, Ike Farida melunasi pembelian unit apartemen 
tersebut. Setelah sekian lama menunggu jadwal penandatanganan PPJB, pada 
tanggal 17 September 2012, Ike Farida mendapat kabar perjanjian pembelian 




bagian dari perusahaan properti Pakuwon Group, membatalkan pesanan Ike 
Farida, karena status suami Ike Farida adalah yang masih Warga Negara 
Asing. Direktur Grup Pakuwon Stefanus Ridwan menjelaskan, pesanan Ike 




Selanjutnya untuk kelancaran proses administrasi dan kepemilikan 
harta (pada pemerintahan terkait) dan melindungi hak-hak isteri berdasarkan 
Penetapan Nomor : 379/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim., Tuan Shoichi Oni 
menyatakan dengan tegas bahwa seluruh harta, baik benda bergerak ataupun 
benda tidak bergerak yang diperoleh dan dimiliki setelah Tuan Shoichi Oni 
menikah dan dalam perkawinannya dengan Ike Farida, diatasnamakan dengan 
nama Ike Farida dan Tuan Shoichi Oni melepaskan semua hak dan 
kewajibannya terkait harta yang diperoleh dalam masa perkawinannya 
dengan Ike Farida sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tuan Shoichi Oni menyatakan dan akui 
sepenuhnya sebagai milik Ike Farida secara pribadi dan Tuan Shoichi Oni 
tidak akan pernah mempermasalahkan, menggugat, dan menuntut hak dan 
kewajiban yang Tuan Shoichi Oni lepaskan terhadap kepemilikan harta 
tersebut, sampai kapanpun dan dalam kondisi apapun, termasuk dalam hal 
ketika terjadi perceraian atau pewarisan, harta tersebut akan selalu menjadi 
hak Ike Farida. Pernyataan tersebut tidak dapat dibatalkan atau dicabut 
sepihak oleh Tuan Shoichi Oni, dan dibuat atas kemauan sendiri tanpa ada 
paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun. Pernyataan dari Tuan Shoichi 
Oni telah dibuat dalam Akta Notaris sebagaimana dimaksud dalam Akta 
“Pernyataan”, No. 97, tertanggal 25 April 2013, yang dibuat dihadapan Mala 
Mukti, SH, LLM, Notaris yang berkedudukan di Jakarta. 
Seluruh harta yang dilepaskan kepemilikannya oleh Tuan Shoichi 
Oni adalah berupa: 
a. Sebidang tanah berikut bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 
751/Desa Gedong, Jakarta Timur atas nama Nyonya Ike Farida; 
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b. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 358/Desa 
Cibinonghilir, Cianjur atas nama Ike Farida, Sarjana Hukum; 
c. 1 Unit Apartemen Casa Grande Tower Avalon Type : A Lantai : 9 Unit : 
01, yang terletak di Jalan Casablanca Kav. 88, Kelurahan Menteng, 
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. 
Berdasarkan alasan Tuan Shoichi Oni tersebut, Pengadilan berpendapat 
bahwa permohonan dari Tuan Shoichi Oni tidak beralasan hukum dan 
haruslah ditolak seluruhnya. Merasa dirugikan atas peraturan-peraturan yang 
berlaku di Indonesia, sehingga tidak bisa memiliki tanah akibat kawin 
campur, Ike Farida merasa dirugikan atas sejumlah pasal tersebut lantaran 
mengakibatkan dirinya tidak akan pernah mempunyai Hak Milik dan Hak 
Guna Bangunan seumur hidup karena bersuamikan orang asing.
11
 Dengan 
adanya penetapan tersebut, Tuan Shoichi Oni tetap tidak dapat melepaskan 
haknya karena sebelumnya tidak membuat perjanjian perkawinan dengan Ike 
Farida. Hal ini berakibat hukum pada harta kekayaan yang masing-masing 
dimiliki oleh suami dan isteri dan harta bersama sebelum adanya pemisahan 
harta yang dilakukan dengan penetapan perjanjian perkawinan. 
Selanjutnya pasal yang terkait langsung dengan masalah perjanjian 
dalam suatu perkawinan adalah Pasal 104 KUHPerdata menyatakan bahwa 
suami dan isteri dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya 
karena itupun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal balik, akan 
memelihara dan mendidik sekalian anak mereka. Akibat perkawinan terhadap 
harta benda suami isteri menurut KUHPerdata adalah harta campuran bulat 
dalam Pasal 119 KUHPerdata harta benda yang diperoleh sepanjang 
perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan yaitu : 
harta yang sudah ada pada waktu perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang 
perkawinan. Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan di buat 
sebelum perkawinan berlangsung, serta mulai berlaku sejak perkawinan 
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dilangsungkan. Perjanjian itu dilekatkan pada pada akta nikah dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan 
dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, 
disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan 
hukum, agama dan kesusilaan.
12
. 
Perjanjian perkawinan dan disahkan pada waktu perkawinan 
dilangsungkan, sehingga perkawinan yang tidak ada perjanjian 
perkawinannya maka otomatis menjadi harta bersama. Kalau melakukan 
perjanjian perkawinan berarti pisah harta. Ini berakibat bahwa orang 
Indonesia yang mempunyai suami orang asing tidak bisa mempunyai hak 
milik atas tanah karena yang dapat mempunyai hak milik adalah orang 
Indonesia. Jika ingin memperoleh hak milik maka sebelumnya harus ada 
pemisahan harta. Pemisahan harta setelah perkawinan berlangsung yang  
dilakukan dengan penetapan pengadilan itu tidak berlaku surut. Putusan itu 
hanya berlaku dimasa setelah penetapan. Harta bersama bisa dibagi apabila 
ada perceraian dan juga kalau ada kematian.  
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan 
mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam sebuah tulisan yang 
berbentuk tesis dengan judul: “KEDUDUKAN HARTA BERSAMA 
WARGA NEGARA INDONESIA YANG KAWIN DENGAN WARGA 
NEGARA ASING SETELAH ADANYA PENETAPAN PEMISAHAN 
HARTA”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang masalah 
maka penulis akan merumuskan permasalahan yang diajukan antara lain 
sebagai berikut: 
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1. Bagaimana status harta bersama yang berjalan satu tahun perkawinan 
setelah adanya pemisahan harta yang dilakukan dengan penetapan 
pengadilan? 
2. Bagaimana pembagian harta bersama menjadi harta milik masing-masing 
suami isteri sebagaimana yang ditentukan dalam penetapan pengadilan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Maksud adanya tujuan penelitian adalah untuk memberikan arah 
yang tepat dalam proses penelitian yang dilakukan agar penelitian tersebut 
berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Oleh karena itu, dalam 
penyusunan laporan penulisan hukum ini tujuan yang hendak dicapai penulis 
adalah: 
1. Tujuan Objektif  
a. Untuk mengetahui dan menganalisis status harta bersama yang 
berjalan satu tahun perkawinan setelah adanya pemisahan harta yang 
dilakukan dengan penetapan pengadilan oleh Warga Negara Indonesia 
(WNI) yang kawin dengan Warga Negara Asing (WNA). 
b. Untuk mengetahui dan menganalisis pembagian harta bersama 
menjadi harta milik masing-masing suami isteri sebagaimana yang 
ditentukan dalam penetapan pengadilan. 
 
2. Tujuan Subjektif 
a. Untuk memperoleh data maupun informasi yang jelas dan lengkap 
sebagai bahan penyusunan penulisan hukum (tesis) sebagai prasyarat 
guna menyelesaikan studi dalam meraih gelar Magister Kenotariatan 
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya 
di bidang Hukum Perdata terkait dengan kedudukan harta bersama 





c. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar 
Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dengan adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan 
manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat 
yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 
berharga bagi pengetahuan mengenai status harta bersama yang berjalan 
satu tahun perkawinan setelah adanya pemisahan harta yang dilakukan 
dengan penetapan pengadilan antara Warga Negara Indonesia (WNI) yang 
kawin dengan Warga Negara Asing (WNA) dan pembagian harta bersama 
menjadi harta milik masing-masing suami isteri sebagaimana yang 
ditentukan dalam penetapan pengadilan. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan 
dalam menentukan dan mengatur harta bersama dalam perkawinan 
campuran khususnya masyarakat Indonesia yang ingin melakukan 
perkawinan dengan Warga Negara Asing (WNA) dan diharapkan dapat 
menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya mengenai 
pembagian harta bersama menjadi harta milik masing-masing suami isteri 
sebagaimana yang ditentukan dalam penetapan pengadilan. 
 
 
 
 
 
